
BUPATI  MIMIKA
PRQVINSI PAPUA TENCIAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR    7    TAHUN2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAI+ DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TBRBATAS

BANK PEMBANGUNAN DAERAII PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

Menimbang  :a.     bahwa       untuk       meningkatkan       pendapatan       daerah,
pertumbuhafl,    pefkembangan   p-efekoflomian    daerah    dan
meningkatkan    kesejahteraan    masyarakat    di    Kabupaten
Mimika,    Pemerintah    Daerah    telah    sepakat    melakukan
penyertaan  modal  untuk  menginvestasikan  sejumlah  dana
pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Fhpua
yang dilakukan  seeara bertahap  sesuai  derlgan kemampuan
keuamgan daerah;

b.     bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  78  ayat  (2)  Peraturan
Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2019   tentang   Pengelolaan
Keuangan   Daerah,   penyertaan   modal   daerah   ditetapkan
dalam Perafuran Daerah mengenai Penyertaan Modal;

C. bahwa  berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana  dimaksud
dalam  huruf  a  dan  huruf  b,  perlu  menetapkan  Peraturan
Daerah  tentang  Penyertaan  Modal  Pemerintah  Daerah  pada
Badan    Usafia    M±lik    Daerah    Perseroan    Terbatas    Balik
Pembangunan Dacrah Papua.

Mengingat     : 1.     Pasal   18  ayat  (6}  Undang-Undang  hear  Negara  Repubfik
Indonesia Tahun  1945;

2.     Undang-Undang Nomor 45 Tallun  1999 tentang pembentukan
Propinsi   irian   Jaya   Tengah,   Propinsi   Irian   Jaya   Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Puncak Jaya dan Kota
Sorong  ([€mbaran  Negara  Republik  Indonesia  Thun   1999
Nomor  173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3894);
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3.     Undang-Undang   Nomor   21   Tahun   2001   tentang   Otonomi
Khusus   bagi   FTovinsi   rapua   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Tahun   2001   Nomor   135,   Tambchan   Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4151);  sebagaimana  telali
diubah bebera.pa kali, teralinir dengan Undang-Undang N®mor
2 Tahun 202 I tentang Ptrubahan Kedua atas Undarig-Undang
Nomor 21 Tahun 2001  tentang Otorlomi Khusus bagi FTovirisi
Papt]a   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2021
NQmor  155,  Tamhahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia
Nornor   6697);

4.     Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseronn
Terbatas  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2004
Nomor  106, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia
Nomor 4756);

5.     Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2011 tentang pembentukan
Per-afur-an  Penindang-Undangan  (Lembar-an  Negar-a  Republik-
Indonesia   Tahun   2011   Nomor   82,   Tambahan   Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5234}  sebagaimana  telah
diubah   dengan   Undang-Undang   Norror    13   Tahun   2022
tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor   12
Tchun   2011   tentarig   Pembentukari   Peraturan   Pertmdang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2022
NomQr  143, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Nomor 6801);

6.     Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintchan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  lndenesfa  Tahun  2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor   5587)    sebagaimaria   telah   diubch   beberapa   kali,
terakhir   dengan   Undang-Undang   Nomor   9   Tahtln   2015
tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23
Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  (I+embaran  Negara
Republik    Indonesia   Tahun    2015    Nomor    58,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun    2022    Nomor    158,   Tambalan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia NQmor 6804};

8.     Peraturarl  Ptmerintah Nomor 54 Tahun  2017  temtang Badan
Usaha  Milik  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun    2017    Nomor    305,   Tarnbahan    Lemharan    Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);

9.     Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019    tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah   q€mbaran  Negara  Republik
Indonesia   Tchtln   2019   Nomor   42,   Tambchan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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10.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   80   Tahun   2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah  (Beri{a Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  2036)  sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun  2018  tentang Perubahan Atas  Peraturan  Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  80  Talun  2015  tentang Pembentukan
Ffrorfuk  Hukum  Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

11.   Peraturan Meflteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70
Tahun  2019 tentang Sistem  lrlformasi Pembangunan Daerah
(berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Reprilalik Indonesia Ncrmor 90
Tchun 20 ±9 tentang K1_asif!hast„  Kedef!k_asi, dan Nom_enk!atur
Perencanaan  Pembangunan  dan  Keuangan   Daerah   (Berita
Negara Republik Indonesia Tchun 2019 Nomor 1447};

13.   Pera.turan   Menteri   Dafam   Negeri   Nomor   77   Tan:un   2020
tentang   Pedoman   Termis    Pengelolaan   Keuangan   Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIRA
dan

BUPATI MIMIKA

MEMunsRAN:

Menetapkan    :      PERATURAN     DAERAII     TENTANG     PENYERTAAN     MODAL
PEMERINTAII  DAERAII  PADA  BADAN  USAHA  MILIK  DAERAH
PERSEROAN    TERBAIAS    BANK    PEMBANGUNAN    DAERAII
PAPUA.

BABI
KE'I`ENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.     Daerah adalah Kabupaten Mimika.

2.     Pemerintah     Daerah     adalah     Bupati     sebagri     unsur     penye]enggara
Pemerintahan  Daerah yang lneminpin  pelaksanaan  urusall  panerintahan
yang _zpenjadi kewenangan daerah otcmom.

3.     Bupati adalah Bupati Mimika.
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4.     Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lefflbaga   perwakilan   rakyat   daerah  yang  berkedudukari   sebagal  urlsur
penyelenggara Penierintahan Daerah.

5.     Perangkat  Daerah  adalah  unsur  pembantu  kepala  Daerah  dan  Dewan
Perwainan  Rakyat  Daerah  dalan  penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

6.     Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Ka.bupaten Mimika.

7.     Badan usaha Milik Daerah yang sctar]jutnya disingkat BUMD adalah badan
usaha yang seluruhnya atau sebagian besar medalnya dimiliki oleh Daerah.

8.     Perusahaan   Daerah   adalah   badan   usaha   milik   daerah   yang   modal
sehamhnya   atau   sebagian   merupakan   kckayaarl   miHk   daerah   yang
dipisahkan.

9.     Perseroan  Terbatas  adalah  badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan
modal, didirikan berdasrkan peljanjian, melakukan kegiatan usaha dengan
modal   dasar   yang   seluruhnya   terbagi   dalam   saham   dan   menenchi
persyaratan yang ditetapkan dalani Undang-Undang NomQr 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

10.   Perse-roan  Terbatas  (PI`)  Bank  Pemballgqnan  Daerah  Papua  adalah  Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD).

11.   Keuangan  Daerah  adalah  semua hak dan  kewajiban  daerah  dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yarig dapat dinildi dengan uang serta
segala  bentuk  kckayaan  yang  dapat  dijadikan  mink  daerah  berhubung
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

12.   Pengelolaan  Keuangan  Daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan yang meliputi
perencanaan,    penganggaran,    pelaksanaan,    penatausahaan,    pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan ketrangan daerah.

13.   Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uarig dan atau kekayaan daerah
fyang  belum  dipisahkan)  yang  dapat  dinilal  derigan  uang  seperd  tanah,
bangunan,  mesin-mesin,  inventaris,  suratTsurat berhaga,  fasifitas dan hake
hak lainnya yang dimiliki daerah yang merupakan kekayaan daerah.

14.   Penyertaan  Modal  adalah  setiap  usaha  dalam  menyertakan  modal  daerah
pada  suatu  usaha bersana atan  memenfaatkan  modal  daerah  oleh  pihak
ketiga   yang   dananys   bersurr±ber    deri   APBD   dengan   tujtran   untuk
mendaLpatkan keuntungan `

15.   Peraturan   Daerah   yang   selanjutnya   disebut   Perda   adalah   peraturan
perundang-undangan   yang   dibenttck   oleh   DPRD   dengan   persetqjuan
bersama Bupati.

16.   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah   rencana   keuangan   tahunan   daerah   yang   ditctapkan   dengan
peraturan daerah.

17.   Pendapatan   Daerah   adalah   semua   hak   daerah   yang   diakui   sebagri
penambahan    nihi   kekayaan    bersih    dalarn    periode    tahuri    anggaran
berkenaan.
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BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1|    Pemerintah  Daerah  melakukan  penyertaan  modal  dalam  bentuk  saham
kepada Perseroan Terbatas (PF) Bank Pembangtman Daerah FfaEpun.

(2)    Penyertaan  MQdal  sebagaimana  dinaksRId  pada  ayat  (1}  bertujuan  untuk
meningkatkan      pendapatan      daerah,      pertumbuhan,      perkemhangan
perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BJus Ill
PENYERTAAN M-ODAL DAERAI+

Pasal 3

(1)    Penyertaan  Modal  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Mimika  dalam  bentuk
irivestasi  sampal  dengan tahun  2022  adatah  sebesar Rp76.730.000.000,00
(tujuh puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).

(2}    Pemfrintah  Daerah  akan  menyerfal€an  modal  kepada  BUMD   Perseroan
Terbatas  Bank  Pembangunan  Daerah  Papua  sebesar  Rp5.000.000.000,00
(lima milyar rupiah).

(3)    Pemenuhan  penyertaan  modal  sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (2)  akan
dipenuhi dalam jangka waktu 5 (lima} tahurty yang dianggarkan dalani APBD
tahun anggaran berkenaan, dengan rincian sebagal berikut:

No. Talun Anggaran Penyertaan Modal Jumlah
(Rp) (Rp)

1. 2023 5.000.000.000,00 81.730.OcO.OcO,00
2. 2024 5.OcO.00Q.000,OO 86.730.OcO.000,00
3. 2025 5.OQO.000.Oon,00 91.730`OOO.OcO,OQ
4. 2026 5.000.000,000,00 96.730,000.000,00
5. 2027 5.000.000.000,00 101.730.000.000,00

(4)    Besarnya  nilai  penyertaan  modal  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (2)
disesuaikan  dengan  kemampuan  keuangan  Daerah  pada  tahun  anggaran
berkenaan.

(5)    Penyertaan   Modal   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (3),   merupakan
kekayaan Daerah yang dipisahkan.

(6)    Ketentuan  m€ngenai  pelaksari_aan  penyertcan  rrda±  ditetapk.an  dengan
Keputusan Bupati.
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BAB IV
PEMBINA DAN PENGAWASAN

Pasal 4

(1)    Pcherintah  Daerah  melakukan  pembinaan  terhadap  Perseroan  Terbatas
Bank Pembangunan Daendrl Papua.

(2)    Pembinaan    sehagainana   dimaksud    pada    ayat    (1}    dilakukan   untuk
meningkathan daya guna dan hasil guna Perseroan.

Pasal 5

Pemerintahan    Daerah    melakukan    pengawasan    dan    pengendalian    untuk
menjamin terselenggaranya Sistem lnvestasi dan penyelenggaraan perbankan di
Daerch.

BABV
PERTANGGUNGJAWARAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

in    Per§eroan  Tefbatas  Bank  Pembarigunan  Daerah  Papua  wajib  melaporkari
laporan  pertanggungiawahan  kouangan  perusahaan  kepada  Pemerintahan
Daerah setiap tahun kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.

(2}    Perseroan  Terbatas  Bank  Pembangunan  Daerah  Papua  waj.jib  membantu
upaya-upaya  yang  dilakukan  Pemerintchari  Daerch  serta  menyampaikan
informasi penggunaan Penyerfaan Modal Pemerintah Daeral.

BABV
KETENTU-AN PENUTUP

Pasal 7

Pelaksanaan   Penyertaan   Modal   Pemerintah   Daerah   berdasarken   Peraturan
Daerah ini dilaksanakan pada tahun 2024.

Fksal 8

Pada  saat  Peraturan  Daerah  ini  mulai  berlaku  Peraturan  Daerah  Kabupaten
Mimika  Nomor  7  Tahun  2012  tentang  Penyertaan  Modal  Pemerintah  Daerah
Kabupaten  Minika  pada  PT.   Bank  Pembangunan  Daerah  Papua  (Lembaran
Daerah Kabupaten Mimika Tahufl 2012 Nomof 7}, dicabut dan dinyatakan tidak
berlrfu.
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Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar   setfap   orang   mengetaluinya,   memerintahkan   pengundangan   Perturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 29 Desember 2023

BUPATI MIMIRA,
ttd

ELTINUS OMALENG

Diundangkari di Timika
Pada tanggal,  29 Desember 2023

Fj.  SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd

DOMINGGUS R.H MAYAUT

LEMBARAN DAERAII KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2023 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA TENGAH:
05/2024.

NIP.19710523 2007011011



PENIJEIASAN

ATAS

PERATURAN DAERAI+ KABUPATEN MIMIKA

NOMOR    7    TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAI.I DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAII    PERSEROAN TERBATAS

BANK PEMBANGUNAN DAERAI± PAPUA

I.        UMUM
Dalam    rangka    pelak§anaan    otonomi    daerah    serta    untuk

meningkatkan      pendapatan      daerah,      pertumbuhan      perkembangan
perekoncmian   daerah   dan   meningkatkan   kesejahteraan   masyarakat   di
Kabu,paten    Mimika    diperlukan    u,payah-upayah    dan    usaha    untuk
meningkathan sumber pendapatan daerah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Talmn
2014     tefitang     Pemerifltafian     Daerah,     rmenyata±can     bahwa     Sumber
Pcndapatan Daerah terdiri atas:

a.   Pendapatan Asdi Daerah, meliputi:
1.     PajakDaerah;
2.     Retribusi Daerah;
3.     Hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;dan
4.     Lain-Lain pthdapatan Asli Daeral yang sah.

b.   Dana Transfer, meliputi:
1_._      Tra.a_sfer pemerintah pusat

a)     Dana perimbangan (Dana Bagi Ha.sil, Dana Alokasi umum dana
Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik);

b)     Dana lnsentifDaerah;
c)     Dana otorlomi Khusus;
d}     Dana Keistimewaan;
e)      DanaDesa.

2.     TransferAntar -Daerah
a)     Bendapatan Bagi Hasil;dall
b)     Bantuan   Kenangan   (Bactuan   Kerangan   dari   Provinsi   dan

hantuan Keuangan dari Daerah Kabupaten/ KQta}.

c.   Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sch, meliputi:
1.     Hibah;
2.     Dana Darurat;dan/atau
3.     Lain-Lain     Pendapatan     sesual    dengan    ketenttran    peraturan

pertmdang-undangan.
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Selanjutnya  berdasarkan  ketentuan  Pasal  304  Undang-Undang
Nomor  23  Tahun  2014  teHtang Pemerifltahan  Daerah  fflenyatakan  bahwa
Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara
dan/atau  BUMD.  Penyertaan  Modal  tersebut  dapat  ditambah,  dikurangi,
dijijal kepada pihck lain,  dan/atan  dapat dialthkan kepada Badan Usaha
Milik   Negara/Daerah,   dalam   pelaksanaanya   sesuai   dengan   ketentuan
peraturan perundang-undangafi yang bedaku.

Oteh  karena  itu,  untuk  rnendukung  tercapainnya  peningkatan
pendapatan    asli    daerah    tersebut    dibutuhkan    intensifikasi    maup`m
ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang salah  satunya
berupa penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah.

Penyertaan Modal daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini
mencalcup  tujuall,  besararl  penyertaan  modal,  penganggaran,  pelaporan,
pengendalian dan pengawa8an se8ual mekanisme dalam APBD setiap tahun
anggaran disesualkan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia
pada tahun anggaran berkenaan.

11.      PASAL DEMI PASAL
Pasal  1

Cukup jeke.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukupjelas.
Pasal 4

Crfup jefas.
Pasal 5

Cukupjelas.
Pasal 6

Cukupjelas.
Pasal 7

Cukup je]as.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukupjelas.
BUPATI MIMIKA,

ttd
ELTINUS OMALENG


